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ABSTRAK

Salah satu tahapan yang penting dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum adalah mekanisme ganti kerugian. Pada mekanisme tersebut, terdapat tahapan yang disebut
dengan musyawarah penetapan ganti kerugian. Dalam banyak kasus pengadaan tanah, seringkali
proses musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya penolakan dan
keberatan dari pemegang hak terhadap nilai atau besaran ganti kerugian yang ditetapkan
Pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini: (1) Bagaimana mekanisme ganti kerugian oleh
Pemerintah kepada pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol
Padang-Pekanbaru yang dikhususkan pada pelaksanaan sesi | Padang-Sicincin (2) Bagaimana
penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan Pemegang hak atas tanah terhadap keberatan
nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Sesi 1
padang-Sicincin. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis untuk mengetahui
peneraparan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan umurg adap_pemegang Hak Atas tanah yang terkena
dampak dalam proses pembanged] ] ary Sesi | Padang-Sicincin. Data
penelitian ini bersumt i Imber utama dan data
kepustakaan yang dianl ekanisme pengadaan
tanah dilakukan dala an, pelaksanaan, dan
penyerahan hasil. Me 2gang Hak Atas Tanah
terdapat pada tahapan entifikasi penguasaan,
pemilikan, penggunaa gian, (c) Musyawarah
penetapan ganti kerugi engajuan Keberatan ke
Pengadilan Padang P: ak yang berhak, (g)
konsinyasi.. Penyelesa gadilan Negeri Pariaman
sebagai akibat tidak te kukan pada tanggal 25
hingga 26 Mei 2018. @l keberatan tidak dapat
diterima (niet Ovant prmil dan dinyatakan
keberatan tidak jelas hak tidak mengajukan
upaya hukum apapun 2/Pdt.G/2018/PN.Pmn,
terdapat 7 pemegang telah menerima ganti
kerugian atas dasar keg I8 Paskan haknya. Namun
pemegang hak yang laif 3 Dmaalclas
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